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KATA PENGANTAR  

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan 

hidayah-Nya, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten 

Gunungkidul berbasis akrual untuk Tahun Anggaran 2025 dapat kami selesaikan tepat 

waktu. 

LKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah 

Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan 

Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah 

Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2022 tentang Sistem 

Akuntansi Pemerintah Daerah,  dan  Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 

2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2025 tentang Perubahan 

Kedua atas Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.  

Tujuan umum dari pembuatan LKPD menurut Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (PSAP) Nomor 15 adalah menyajikan informasi mengenai posisi 

keuangan, realisasi  anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan 
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yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan 

 mengenai alokasi sumber dana. 

LKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 disusun dengan cara 

menggabungkan 47 (empat puluh tujuh) Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi LKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 

Anggaran 2025, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan 

Saldo Anggaran Lebih,  Neraca,  Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan 

Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

LKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025, secara ringkas dapat 

kami sampaikan sebagai berikut: 

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara APBD Tahun 

Anggaran 2025 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan, 

Belanja dan Pembiayaan selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 

Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut. 

a. Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun Anggaran 2025 

ditetapkan sebesar Rp2.080.972.676.776,00 dengan realisasi mencapai 

Rp2.067.760.449.851,56 atau sebesar 99,37%. 

b. Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun Anggaran 2025 

ditetapkan sebesar Rp2.130.616.520.301,52 dengan realisasi mencapai 

Rp2.020.775.121.491,93 atau sebesar 94,84%. 

c. Surplus/Defisit Anggaran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 

Anggaran 2025 ditetapkan defisit sebesar Rp49.643.843.525,52 dengan 

realisasi surplus sebesar Rp46.985.328.359,63. 

d. Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun Anggaran 

2025 ditetapkan sebesar Rp49.643.843.525,52 dengan realisasi sebesar 

Rp48.465.213.825,52.  

e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kabupaten 

Gunungkidul pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp95.450.542.185,15. 
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2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL) 

Laporan Perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo 

Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Laporan Perubahan SAL merupakan akumulasi SILPA periode berjalan dan 

tahun-tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut. 

a. Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp80.643.843.525,52. 

b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar 

Rp80.643.843.525,52. 

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp96.629.171.885,15  

d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp1.178.629.700,00. 

e. Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp95.450.542.185,15. 

3. LAPORAN OPERASIONAL 

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah 

ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 

untuk kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode 

pelaporan, yang terdiri dari Pendapatan, Beban Operasi dan Beban Transfer serta 

Pos Luar Biasa dengan rincian sebagai berikut. 

a. Pendapatan �± LO sebesar Rp1.953.169.579.597,16 terdiri dari : 

1) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp307.842.272.275,30;  

2) Pendapatan Transfer sebesar Rp1.541.574.484.001,00; dan 

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp103.752.823.320,86. 

b. Beban �± LO sebesar Rp1.944.859.719.668,86 terdiri dari : 

1) Beban Operasi sebesar Rp1.605.373.911.990,76; 

2) Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp173.634.672.428,10; 

3) Beban Transfer sebesar Rp165.708.735.250,00; dan 

4) Beban Tak Terduga sebesar Rp142.400.000,00. 

c. Surplus dari Kegiatan Operasi sebesar Rp8.309.859.928,30. 

d. Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp6.254.200.079,91. 

e. Surplus LO sebesar Rp2.055.659.848,39. 
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4. NERACA 

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah 

Kabupaten Gunungkidul pada Tahun Anggaran 2025 mengenai Aset, Kewajiban 

dan Ekuitas pada 31 Desember 2025. 

a. Jumlah Aset per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.277.897.020.884,88 yang 

terdiri dari : 

1) Aset Lancar sebesar Rp167.064.833.671,76; 

2) Investasi Jangka Panjang sebesar Rp430.845.634.558,22; 

3) Aset Tetap sebesar Rp2.460.229.020.302,84; 

4) Aset Lainnya sebesar Rp54.268.128.683,17; dan 

5) Properti Investasi sebesar Rp165.489.403.668,89. 

b. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2025 sebesar Rp19.552.064.097,30 yang 

terdiri dari : 

1) Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp19.552.064.097,30; dan 

2) Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0,00. 

c. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.258.344.956.787,58. 

5. LAPORAN ARUS KAS 

Laporan Arus Kas adalah  laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, 

penggunaan, perubahan kas dan setara kas serta saldo kas dan setara kas selama 

Tahun Anggaran 2025. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2025 sebesar 

Rp95.450.674.072,15 dan saldo kas akhir per 31 Desember 2024 sebesar 

Rp80.643.843.525,52. 

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan 

ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Akhir  

tahun 2025 sebesar Rp3.258.344.956.787,58, sedangkan ekuitas akhir tahun 2024 

sebesar Rp3.248.267.495.069,36. 
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